


Mengingat:

-2:

. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah

(kekhususan aceh) terhadap unsur kelembagaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa di Kabupaten S*— 2ulue Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten

Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik
" donesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3897);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lemt - ‘an Negara Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 54¢.,;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Ur -~ 7 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

.Undang-Unds -7 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
" mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan I abaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan......
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10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nc—»>r 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perub:" in Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De¢ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara No  r 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Repul' Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
ter =~ g Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Bel-~‘a Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tc~“ang
Pedoman Pemt - ~gunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan.....



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 961);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 478);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021Nomor 1424);

18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2018 Nomor 41);

19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor
72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2(772.

B*"™1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang **~¢'-~ad dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.



10.

11.

12.

13.

14.
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Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan
pe crintat | di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan
otonomi daerah dan penyelenggar- n tug-- umum
pemerintahan.

Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa
sebagaiunsur penyelengg - a2  pemerintahan desa dalam
”” bupaten Simeulue.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
da'~ ~ system Negara Kesatuan Republik Indon¢ a.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan
desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah D¢  yang selanjutnya disingkat
RKF"esa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu} tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

15. Pendapatan......
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan
dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Dana Desa adalah dana yang be amber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperunt-'-'-an bagi desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa
yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan
klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasia dalah alokasi yang diberik - 1 = :pada
Dessz. .ertinggal dan Desa  Sangat  Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang  diberikan
kepada Desa yang memiliki hasil penilaian Kkinerja
terbaik.

Aloks ~* Formula adalah alokasi voog
dihitung berdasar’ n “~dikator jumlah penduduk
Desa, -~ gka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,

dan tingkat kesulitan geografis Desa.

23. Indeks......
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(2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa serta dalam rangka
melanjutkan dukungan penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENETAPAN DANA DESA

Pasal 3
Rincian Dana Desa tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.107.641.709.000.- (seratus tujuh milyar enam ratus empat
puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), sebagaimana
telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rincian Dana

Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 71.500.509.000.- (Tujuh puluh
satu milyar lima ratus juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. 1.910.768.000,-(Satu milyar
sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan
ribu rupiah);

c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. 5.080.026.000,-(Lima milyar
delapan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah); dan,

d. Alokasi Formula sebesar Rp. 29.150.406.000.-(Dua puluh
sembilan milyar seratus lima puluh juta empat ratus enam

ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dihitung dan dibagi secara proporsional

kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Klaster........



2)

(1)

(2)
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Klaster jumilah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan ketentuan :

a. Rp. 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan
ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta
tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan
ju—"ah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500
(lima ratus) jiwa;

c. Rp. 540.725.000,00 ” 1a ratus empat puiuh juta tujuh
ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan
1.500 (seribu I’ 1 ratus) jiwa;

d. Rp. 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh
belas ribu rupiahj bagi Desa dengan jumlah penduduk
1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga
ribu) jiwa;

e. Rp. 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima
ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah

penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000
(lima ribu) jiwa;

f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuhjuta
sembilan ratus ribu rupiah) bagi D¢ 1 dengan jumlah
penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000
(sepuluh ribu) jiwa; dan

g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua
ratus se “ilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf b, diberikan secara proporsional kepada Desa
tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Penentuan desa-desa penerima Alokasi Afirmasi beserta
besarannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.



(1)

(2)

1.
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Pasal 6

Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf ¢, ditentukan berdasarkan kriteria utama dan
kriteria kinerja.

Penentuan desa-desa penerima Alokasi Kinerja beserta
besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tent-—73 pengelolaan
Dana Desa.

Pasal 7

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf
d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemis’'~—an;

c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa; dan,

d. 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan

geografis desa.

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang
Statistik.
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Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Simeulue Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perat - 1n Bupati Simeulue ini.

BAB IV
MTYXANISME DAN I'™NY." " "JRAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui  pemotongan Dana
Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan
paling lambat bulan Juni;

b. Tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan
paling 1~ ~ bat bulan Agustus; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

(5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebag * ana dimaksud p: *
ayat (4) setelah ¢"'~irangi ' :butuhan Dana Desa untuk BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan.



(6)

(7)

(1)

(2)
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Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran
Dr-1 Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran
2022, Dana Desa :bagaimar dimaksud pada ayat (4)
disalurkan paling tinggi seb¢ i 60% (enam puluh persen)
dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa tr-p | sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a sudah termasuk f ~"danaan kebutuhan
Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA
Penyaluran Dana Alc' si Khusus I 7 ' n Dana Desa
menenima  dokumen persyaratan penyaluran dari

Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:
1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II berupa:

1. Laporan  realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

2. Laporan realisasi penyerapan d-— cap "~ keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunju’-"-an  paling rendah sebesar 35% (tiga
puluh lima persenj dari Dana Desa tahap I yang

telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi  penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap 1II
menunjukkan rata-rata  realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian kel an
menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang
telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan:



(3)

(4)

(5)

(6)

(7) -

-13-

a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan
Juni berakhir;

b. Tahap Il paling lambat S5 (lima) hari kerja sebelum
bulan Agustus berakhir; dan

c. Tahap III mengikuti kebija’ 1 langkah-langkah al’ 'r
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021,
selain pe yaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas tahun anggaran 2021.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala
Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk
pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana
Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana
Desa setiap Desa.

Bu i bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran tahap 1 pertama kali disertai dengan daftar
R" 7 ig Kas Desa.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 dihitung
berd: “arkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan setiap Desa.

poran realisasi penyerapan dan  capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1, disusun sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

(9)

ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data,
bupati menyampaikan permintaan perubahan  tabel
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Daftar........



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(1)
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Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan daftar rekening kas se* "p Desa pada bar’™
umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank
Indor ia dan/atau Bank Indonesia real time gross
settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (10), bupati menyampaikan perubahan R"™
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik ¢
Dana Desa.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendahar -1 mengenai
pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharaan dan angga: - - negara.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh bupati.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebag ‘'mana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (13) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen fisik
“ irdcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) diolah dan “*ac-an melalui
aplikasi online mc ~““oring sistem perbendaharaan dan
angg 1 negara.

P al12

Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa, disalurkan dengan
ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:

1. memenuhi persyarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;

2. melakukan perekar--- jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua
bc'-3) bulan ' penyaluran D "a Desa untuk
BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. Melakukan......
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3. Me’~’~-"1n penandaan pengajuan penyaluran atas
Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. Meny  jaikan peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

S. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2022; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah
melaku” n penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
layak salur tiap-tiap bu'  nya, dengan ketentuan:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat
t-'an April 2022;

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi j7~'~h keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT ™ :sa bulan keempat sampai dengan bulan
keenam;

4. permintaan penyaluran BLT D¢ 1 bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling
cepat bulan Juli 2022.

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati
me’ 'ukan perek:i n realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan

P |

kesembilan; "an

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh
¢~ pai dengan bulan kedua belas diajukan paling
cepat bulan Oktober 2022.

Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
layak salur sebagaimana dimr ~'-3ud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan
dan anggaran negara.

(3) Kebutuhan.......
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Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan
diperoleh dari hasil pe * lian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT L[ a yang direkam dalam
aplikasi online monitoring sistem perbenc “araan dan
anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap
bulannya.

Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ¥ 7 a dapat " alurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir
bulan Desember 2022.

Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagain--1a dimaksud
pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap II tahun anggar-- 2023.

Pasal 13

Di" m rany'a penyampaian dokumen  persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dale - Pasal 11
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan
Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat, secara lengkap
dan benar dengan ketentuan :
a. Tahap I berupa Qanun Desa mengenai APBDes;
b. Tahap II berupa :

1. Laporan rez’ asi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
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2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah :besar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan real si penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap II yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2021.

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021
selama 12 {dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan
data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kedua belas.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2021 selama 12 (¢ belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat
BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa
tidak menc 'upi untuk p¢ “ayaran BLT Desa kepada
keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena
terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan
bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 di*“*ung berdasarkan
rata-rata persentase car ~' n keluaran dari seluruh keg  “an
setiap Desa.

(5) Laporan.......
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebaga’ — ina dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan
huruf ¢ angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada
bupati untuk ““'akukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Ke -~ "nterian Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Dana Desa — tuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan

ketentuan :

a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
¢~71pai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala
Desa menyampai’ 1:

1. Qanun Desa mengenai APBDes;

2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan1 atu
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyal  an Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat
tanggal 6 Mei 2022; dan

3. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa,

kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan
tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten
Simeulue serta Camat; dan

b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan
ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keempat sampail dengan bulan keenam dilaksanakan
setelah kepala Desa menyamp " 1 realisasi jur-'-h
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga;

2. Penyaluran......
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2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
ketujuh  sampai dengan bulan  kesembilan
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam; dan

3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh
¢~ pai dengan bulan kesembilan.

Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembay an BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 16
~ :sember 2022.

Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari
libur atau hari yang dilib-- kan, batas waktu penyampaian
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kera
berikutnya.

Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran
Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima
pembayaran BLT Desa sebagaimana d*~r' sud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Pasal 15
Dalam hal bupati tidak menyampaikan:

a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan

b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa sebag-“ana dimaksud dalam Pasal 14 sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) £ t dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
be: 7 atnya.
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BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :

a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

c. kegit' n penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Desa.

—~

Pemerintah T 2sa dapat meng ggarkan program Kegiatan
sektor prioritas lainnya sebagaimana amanat Peraturan
Presiden mengenairincian APBN tahun anggaran 2022,
setelah kegiatan prioritas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
terpenuhi.

Ber- - Da - Desa yang digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas sebag " 1ana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 17

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf a, diberikan kepada keluarga pener’

“wnfaat y gme :nuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan;

b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
mer " un/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya
yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau
dari APBN;

e. keluarga miskin yang ter 'wmpak pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COV' ™ 19) dan belum menerima bantuan;
atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.
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(2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan
ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik
dan potensi Desa.

Pasal 19

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c,
dilakukan melalui pos komando penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat
Desa atau pos jaga di Desa.

(2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memiliki fungsi :

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di ting' "t Desa.

(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyara’--t —'~o0 di Desa yang
dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana
din- sud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan
memantau pelaksanaan kegiatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai
dari Dana Desa.

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian angs an
dukungan pendana -~ penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf ¢, dengan memperha'™ an tingkat
kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah
Pemerintah Desa menganggarkan duki——-an pendanaan
penanganan Corona Virus Disease ~719 (COVID-19).

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
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Pasal 20

Per ~qunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada ket tuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Trans—‘grasi dan/atau ketentuan yang
ditetapkan oleh bupati tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa
berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggun-'"in sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setr—Mat.

Pasal 22

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan.
sebagaimana tersebut pada ketentuan Peraturan Bupati
mengenai Pengelolr -1 Keuangan Desa dan Prioritas penggunaan
Dana Desa

Pasal 23

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
sebag ~ ana ' %sud ¢ ' m Pasal 16 ayat (1).

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3) T "1 cara penc  ~pingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Teknis terkait.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 24

(1) Kepala Desa —:nyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
cay ~wm output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue
dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Ci at.

(2) Laporan realis * penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebag " nana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b dan
huruf ¢ serta Pasal 14 ayat 1 huruf a angka 2 dan angka 3
dan huru b.
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Pasal 25

Pemerintah Daerah kabupaten mengar~~arkan Dana Desa
dalam APBD berdasarkan Peraturan rresiden mengenai
rincian APBN.

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah
Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan
belanja atas Dana Desa sebagr’—ana dimaksud pada ayat

(1).

Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D
penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online
Monitoring Sistemn Perbx  laharaan dan Anggaran
Negara (OMSPAN).

Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana ' 'maksud

padaayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan daftar
rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi
Online Monitoring  Sistem  Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 26

Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan
kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Simeulue dan * ektur upaten Simeulue
serta Camat, meliputi:

a. Laporan Semester Pertama; dan

b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan.

Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.

Tr_1

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. Penyaluran Dana Desa;

b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
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c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.

Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta
penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan
pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian
keluaran yang akan direkam dalam
aplikasi online monitoring sistem  perbendaharaan dan
anggaran negara.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 28

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bt" n pada tahun anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima
puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa

Pengenaan sanksi sebagaimana c¢“—aksud pada ayat (1)
huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil
musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
meme¢ 1hi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga
penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat
penurunan pagu Dana Desa berdasar’ 1 peraturan bupati
mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebaga’na dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat
yang ditunjuk.

Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Alo" 351 Khusus Fisik dan Dana Desa melalui
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa t: * p
II tahun anggaran 2022.
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Pasal 29

Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,
selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa
yang se' rusnya dianggar’ n dengan kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke
RKD.

Bupati melakukan penghitungan besaran selisih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan
perekaman jumlah keluarga penerima ms ~“-at sebagaimana
dimaksud d - um Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2.

Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih
sebag-"~" ~1a dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara kepada kepala Desa.

Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana D a
antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas
selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:

a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;

b. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
dan/atau

d. kegiatan prioritas lainnya.

Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung

kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen term uk namun

tidak terbatas pada risalah rapat.

Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana
Desa itar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri
Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-
kabupaten yang tid:' disalurkan ke RKD :bagaimana
dimaksud pada ayat {1) kepada bupati.

Berdasarkan data total Dana Tesa se-kabupaten
sebagaimana dim *sud pada ayat (6), bupati melakukan
penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan
menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
mempertimbangkan  kebutuhan Desa dalam rangka
mendukung kebijakan r - ional sebagaimana dir-~'tsud pada
ayat (4).

(9) Penghitungan......



9

(10)

(11)

(12)

(13)

{(14)

(15)
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Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan paling la 1 15 " 1a belas) hari ' :rja terhitung
sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Dalam h ' bupatitidak menyampaikan penghitungan
realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), penghitungan dil ' ukan
sepent’” “ya oleh " menterian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa
yang dilakukan oleh bupati sebage*—ana ~  aksud pada
ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan
perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.

Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (12 dapat berupa penambahan atau
pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.

Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana
Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD
sebag ~ 1ana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana
Desa di RKUN.

Ha 7 penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke R™™™.

Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan tah -~ anggar - 2022, dikenakan
sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen)
dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal n" ]\4_8"“" 2_(\’)’) M—
2Y Rajab 1443 H

UE,

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal "? Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H

)

ANNMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022
NOMOR 3














